



EFEKTIVITAS PENERAPAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN KOTA JAMBI YANG BEBAS PROSTITUSI

Burlian Senjaya, Dida Helena
senjayaburlian@gmail.com, didahelena@yahoo.com
STISIP Nurdin Hamzah, Jambi
Abstract
This article of the result of this study aims to describe the level of the effectiveness of the enforcement of local regulation Number 2nd Year 2014 about the eradication of prostitution and immoral actions in Jambi Municipality by using achievement indicator of goal, productivity, and efficiency. In this study the writer found that local regulation is effective when measured from short and medium term goal achievement indicator, but that regulation needs to be reinforced to reach long term goal in order to create Jambi Municipality which is free from prostitution and immoral actions. It is also effective when measured from productivity indicator; it is proved that the local regulation can be legal force which is possible to mobilize all components of society and resources owned by Jambi Municipality in doing eradication of prostitution so that the enforcement of the regulation has reached the maximal output. Besides that, the reinforcement of this regulation is also effective when measured from efficiency indicator in which local regulation Number 12 Year 2014 has had a significant impact on prostitution eradication in Jambi Municipality. It can be seen from the output obtained in reaching the goal of the enforcement of the local regulation.
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A. LATAR BELAKANG
Demokratisasi di era Otonomi Daerah, pada dasa warsa terakhir banyak diwarnai dengan maraknya proses legislasi yang menghasilkan berbagi ketentuan  undang-undang dan peraturan  serta  kebijakan publik. Gagasan awal otonomi daerah adalah membangun demokrasi dengan ciri utama membangun partisipasi bagi seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya meningkatkan  kesejahteraan sosial masyarakat yang selama ini terabaikan. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk kebijakan yang memberikan  kewenangan  kepada daerah dalam batas-batas tertentu  supaya leluasa mengatur wilayahnya agar lebih mandiri dan lebih berkembang, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahterah. (Siti Musda, 2007).
Perkembangan otonomi daerah atau desentralisasi, yang telah digulirkan awal tahun 1999 menunjukan fenomena yang mengejutkan. Setelah pemerintah mengesahkan UU No, 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, kebijakan  tersebut  direspon  secara  variatif oleh elit-elit lokal di daerah. Dari sekian fenomena yang menarik saat ini,  adalah  fenomena kemunculan peraturan daerah di beberapa tempat yang mencoba menampilkan kearifan dan ke khasan sebuah  daerah.

Dengan adanya otonomi daerah,  pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang antara lain dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda), yang kemudian dirancang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik yang diusulkan oleh pemerintah, maupun inisiatif dari DPRD itu sendiri. Di sisi yang lain, ada sebagian masyarakat di daerah juga bermunculan gagasan untuk melahirkan Perda-Perda yang bernuansa hukum agama, yang terkadang menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. (Bahrul Ulum, 2015) 
Sebagaimana yang terjadi dibeberapa daerah lain di Indonesia. Tidak terkecuali dengan disahkannya peraturan daerah tentang larangan pelacuran di Kota Jambi Provinsi Jambi. Diberlakukan Peraturan Daerah No 2 tahun 2014 Tentang Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi yang  telah  menuai banyak  pro dan  kontra di berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kota Jambi. Namun,  yang menjadi poin penting dampak dari diberlakukanya perda  No 2 tahun 2014 dengan ditutupnya dua tempat protitusi terbesar yang ada di Provinsi Jambi yaitu Payo Segadung (Pucuk) dan Langit Biru  yang telah beroperasi cukup lama di Kota Jambi. 

Prostitusi di Kota Jambi dari tahun ke tahun mengalai peningkatan yang cukup signifikan, berdasarkan data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) Kota Jambi tahun 2016,  jumlah  pekerja seks komersial (PSK) di Kota Jambi  yang terdata saat ini ada lebih kurang 400 orang (Laporan Dinas Sosial 2015), data tersebut mengalami penambahan dari tahun ketahun seiring dengan banyaknya eksodus wanita pekerja seks dari luar Provinsi Jambi yang mencoba keberuntunganya menjadi pekerja seks di Kota Jambi.

Komitmen pemerintah Kota Jambi terhadap penerapan peraturan daerah tersebut, dalam rangka mewujudkankan Kota Jambi sebagai Kota yang bebas dari praktek pelacuran, serta membersikan kemaksitan yang ada di Kota Jambi.  Komitmen  ini  juga  merupakan sebuah  wujud kepedulian pemerintah Kota Jambi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, dimana pada prinsipnya maksud dari Perda ini cukup tegas dalam rangka penegakan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, demi mencegah dampak negatif  terhadap individu,  keluarga,  masyarakat, dan  penghormatan hak asasi manusia.

 Pertanyaan yang selalu timbul di masyarakat adalah apakah pemberlakukan Perda tersebut merupakan solusi efektif dan komprehensif dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi? Perlu untuk diketahui bahwa sebelum adanya Perda No.2 Tahun 2014, Pola praktik prostitusi dilakukan dengan  dua  pola berbeda yaitu secara langsung   maupun secara tidak langsung/tertutup. Artinya ketika Perda ini efektif diberlakukan tanggal 16 januari 2015, maka hampir dapat dipastikan  seluruh praktik prostitusi di Kota Jambi  menjadi tertutup.  Kemudian yang menjadi pertanyaan lanjut yaitu seberapa besar peran yang dimiliki oleh Pemkot Jambi dalam mengawal penerapan perda  Perda No.2 Tahun 2014 pasca ditutupnya tempat prostitusi terbuka (Payo Segadung dan Langit Biru ) yang ada di Kota Jambi. 

Jika pengawalan penerapan perda tersebut tidak maksimal, maka sangat besar kemungkinan berbagai dampak yang akan muncul setelah pemberlakuan Perda ini seperti, salah satu dampak yang paling nyata yaitu meluasnya prostitusi tertutup (via online dan jaringan prostitusi tertutup) yang jumlah lebih besar dari  dua lokalisasi yang sudah ditutup. Dampak lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kemungkinan meluasnya kasus baru penyakit menular seksual yang tidak terkontrol (IMS/HIV AIDS) karena intervensi program ini tidak dapat lagi dilakukan setelah  berlakunya Perda ini. Mengigat sebelum di tutupnya tempat prostitus Payo Segadung dan Langit Biru pendata pengidap penyakit HIV AIDS dapat dikontrol dan didata oleh pihak dinas kesehatan Kota Jambi melalui dua tempat prostitusi tersebut. 

Artikel ini bermaksud mengkaji lebih mendalam  terkait tingkat efektivitas pemberlakuan perda Perda No.2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Prostitusi dalam mewujudkan Kota Jambi yang bebas prostitusi dengan melihat pada indikator pencapaian tujuan, produktivitas,  dan  efisiensi dalam penerapan perda tersebut, disamping itu juga artikel ini menggabarkan implikasi dari pemberlakukan perda dengan ditutupnya dua lokalisasi  yang ada di Kota Jambi.

METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang efektivitas penerapan Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Wilayah Kota Jambi dilakukan dengan pendekatan deskripsti kualitatif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif merupakan satu tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala-gejala, dan menetapkan pengaruh antara gejala-gejala yang ditemukan. Penelitian ini melihat penerapan Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang pemberantasan prostitusi  dan tindakan asusila  di Kota Jambi serta melihat efektivitas penerapan perda dengan  menggunakan indikator pencapaian tujuan, produktivitas,  dan efisiensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka dimana wawancara dilakukan kepada Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinsoskertrans Kota Jambi, Tokoh Masyarakat. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengukur Efektivitas Implementasi  Kebijakan. 
The Liang Gie mengemukakan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil yang diharapkan. (Gie, The Liang, 2000) Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. (Siagian, 2003) Sedangkan Handoko  mengatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. ( Handoko & T, Hani, 2001)
Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dari sebuah perencanaan kebijakan. Implementasi menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu kebijakan. Tahap ini menentukan apakah suatu kebijakan yang diambil pemerintah ketika diimplementasikan menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Menurut Edward implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya. (Edward Sallis, 2006) Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini saling bersinergi dan antara indikator yang satu akan mempengaruhi indikator- indikator yang lain. 
Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Empat Teori efektivitas digunakan untuk melihat serta menilai apakah kebijakan atau program yang telah dibuat dan dilaksanakan dapat memberikan suatu pencapaian atau keberhasilan seperti yang diharapkan sebelumnya, dan apakah kebijakan tersebut bisa terwujud secara maksimal sebanding dengan usaha yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan. (Sulistyowati, & Mannar, D. G,2013)
Menurut Samodra Wibawa terdapat tiga criteria atau indikator untuk melihat efektivitas yaitu pencapaian tujuan, produktivitas, dan efisiensi. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Jadi suatu program atau kebijakan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan sebelumnya. (Wibawa S, 2011)
Kemudian Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. (Grindle, 1980 ; Quade, 1984)
Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin, proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. (Goggin, 1990)
Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: (i) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan (ii) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dari Korten juga relevan digunakan sebagai kriteria pengukuran efektivitas dalam mengimlmentasikan sebuah kebijakan. Dengan kata lain, keefektifan kebijakan atau program menurut Korten tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. 

Selain kriteria pengukuran efektivitas  implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: 
a. ukuran dan tujuan kebijakan,
b. sumber kebijakan, 
c. ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 
d. komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, 
e. sikap para pelaksana, dan
f. lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut  Quade, dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; (2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; (3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan (4) Faktor lingkungan, yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. (Quade, E.S, 1984)
Dalam pembahasan artikel ini mencoba menggunakan teori yang disampikan oleh Samodra Wibawa dalam mengukur efektivitas penerapan peraturan daerah  No 2 tahun 2014 tentang pemberantasn prostitusi dan tindakan asusila di Kota Jambi. Terdapat  tiga kriteria atau indikator untuk melihat efektivitas pemberlakukan perda tersebut, yaitu pencapaian indikator tujuan, indikator produktivitas, dan indikator  efisiensi. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, produktivitas, efisiensi dalam pemberlakukan perda tersebut, maka semakin efektif pemberlakukan perda tersebut dalam mewujudkan Kota Jambi yang bebas prostitusi dan tindakan asusila. 
B. Perkembangan Prostitusi Di Jambi
Tidak terlalu banyak literatur yang tersedia mengenai perkembangan prostitusi atau seks komersial di Indonesia. Dalam negara yang sangat luas dan sangat bervariasi latar belakang budayanya, sulit untuk menentukan mulai kapan dan mulai dari mana studi historis mengenai prostitusi di Indonesia. Meskipun demikian, telah terdapat berbagai studi yang penting dan menarik yang mengambil kurun waktu sejarah pra-kolonialisme di Jawa sampai dengan jaman kolonialisme di wilayah yang sama khususnya Jawa, Bali, dan Sumatra sebagai acuan. (Gavin W. Jones, Endang Sulistyaningsih, dan Terence H Hull, 1998) Sejarah pelacuran di Indonesia, seperti hanyak di berbagai tempat lainnya, sarat dengan perlakuan tidak adil dan kekerasan.

Dalam analisisnya, Hull, Jones, & Sulistyaningsih (1998)  menyatakan bahwa kultur feodal di berbagai kerajaan di Jawa dan di Asia yang menerapkan sistem kasta, perempuan ditempatkan dalam peran melayani laki-laki yang berkuasa. Di abad ke 15, sering terjadi pejabat memberikan “upeti” dalam bentuk –gadis-gadis muda pada penguasa setempat atau pada raja sebagai tanda penghormatan dan pengabdian atau sebagai cara untuk menghidari peperangan. Pada komunitas kasta rendahan, banyak orangtua mengirimkan anak gadisnya untuk bekerja di lingkungan kerajaan dan menerima peranan apapun yang diberikan tuannya. Penguasa atau raja mempunyai kekuasaan absolut atas tanah dan orang-orang yang hidup di atas atau di dalam wilayahnya. Banyaknya gadis-gadis yang kemudian dijadikan “istri” atau “selir” menjadi simbol kekuatan penguasa tersebut. Praktek perseliran inilah yang dianggap menjadi asal mula komoditasi perempuan. Setiap Raja atau penguasa mempunyai daerah-daerah spesifik yang biasanya meyediakan selir dan sampai saat ini masih dikenal sebagai daerah pemasok pekerja seks. Di berbagai tempat di wilayah perdangan atau pemerintahan kolonial, perempuan direkrut dan dikerahkan untuk melayani, pejabat, pedagang, dan militer yang melakukan perjalanan jauh dari rumah mereka. 

Perkembangan prostisusi ini mengkhawatirkan pemerintahan kolonial akan kesehatan warga negaranya sehingga pada tahun 1600an pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan regulasi lewat perangkat aturan pemerintah dan hukum. Mereka melarang orang Eropa untuk mempekerjakan perempuan lokal sebagai pembantu rumah tangga dan mengundang perempuan lokal ke rumah. Pada tahun 1650 didirikan panti rehabilitasi untuk perempuan pelacur dan untuk penertiban umum. Perempuan lokal dipaksa menempati posisi sosial yang sangat sulit dan rentan kekerasan. Karena hubungan “baik-baik” tidak direstui, maka banyak perempuan lokal memilih yang tidak digaji dan tidak boleh meninggalkan kamp selama bekerja untuk militer Jepang. Ini adalah sejarah perbudakan seks pertama di abad ke-19 di Indonesia.
Melihat perkembangan prostitusi di Kota Jambi sebelum diterbitkan Perda No.2 Tahun 2014, prostitusi di Kota Jambi mengalmi peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) Kota Jambi sebelum diterbitkan perda prostitusi, bahwa jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Kota Jambi, yang terdata saat ini ada lebih kurang 400 orang, data tersebut mengalami penambahan dari tahun ketahun seiring dengan banyaknya eksodus wanita pekerja seks dari luar Provinsi Jambi yang mencoba keberuntunganya di Kota Jambi. (Sosnaker, 2014)
Jika di kota Yogyakarta kita mengenal dengan sebutan Sarkem, di Surabaya di kenal dengan Dolly, Bandung dengan Saritem, Jakarta dengan Kramata tunggal, Sentani dengan Tanjung Elmo. (Pusat Penelitian HIV dan AIDS Unika Atmajaya, 2016) Maka di Kota Jambi dikenal dengan sebutan Pucuk. Tempat ini hanya berjarak sekitar 3 kilometer saja dari Kantor Gubernur Jambi, mungkin sekitar 5 kilometer dari Kantor Wali Kota Jambi. Lokasi administratifnya berada di Kelurahan Rawasari. Tidak ada literatur yang jelas siapa yang membuat sebutan 'pucuk' untuk tempat yang sesungguhnya bernama Payo Sigadung nama yang sudah melekat puluhan tahun. Nama Pucuk begitu terkenal di Provinsi Jambi. Bahkan, orang di luar Provinsi Jambi pun tak sedikit yang mengetahui nama dan lokasi ini. Di tempat ini, berdiri puluhan rumah yang merangkap sebagai cafe dan karaoke. Mungkin ada seratusan jumlahnya. Hampir di setiap rumah ada pelayan seksi yang masih muda, mulai dari belasan hingga 20-an tahun. Ada beberapa yang sudah senior, umurnya sudah diatas 30 tahun. Pelayan seksi itu tak hanya melayani orang saat minum, biasanya alkohol, dan memandu karaoke saja. Bisa dibilang, melayani minum dan berkaraoke ria itu hanya pekerjaan kecilnya saja. Pekerjaan utamanya adalah melayani tamu di ruangan, memberikan kepuasan seksual terhadap tamu tersebut. Mereka yang jadi pelayan di cafe itu bukan masyarakat Jambi. Umumnya berasal dari daerah Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan. Hanya sebagian kecil yang berasal dari daerah yang disebut itu. Mereka bekerja sore hingga subuh, dan istirahat dikala pagi hingga siang. Selain pucuk, tempat prostitusi Langit Biru juga dikenal dikota Jambi, berdasarkan informasi yang penulis peroleh dilapangan tempat prostitusi Langit Biru berdiri jauh sebelum adanya tempat prostitusi  Pucuk.  

Selain Pucuk dan Langit Biru akhir-akhir ini Praktik prostistusi berkedok panti pijat juga cukup marak di Kota Jambi. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kota Jambi, panti pijat yang memiliki ijin hingga Maret 2014 hanya 14 usaha. Sementara berdasarkan penelusuran media cetak, jumlah panti pijit sudah lebih dari 30 usaha, dominan di Jelutung, Jambi Timur, dan Jambi Selatan. Berdasarkan data lapangan dan pengamatan, bahwa sebagian besar panti pijat di Kota Jambi menyediakan layanan prostitusi.

Lahirnya Perda No.2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila di kota Jambi yang aktif per Februari 2015 tentu membawa dampak dengan ditutupnya kedua lokalisasi tersebut (Pucuk dan Langit Biru). Masih timbulnya pro dan kotra ditengah-tengah masyarakat mengenai lahirnya perda tersebut, sehingga kedepan pemerintah Kota diharapkan dapat memaksimalkan perda tersebut dalam pemberantasan praktek prostitusi dan asusila di Kota Jambi.

C. Analisis Faktor yang Melatari Munculnya Perda NO. 2 Tahun 2014
Prostitusi atau pelacuran selalu menggiring pikiran dan imaji orang tentang seksualitas yang ditabukan atau dinistakan. Hal ini karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Berangkat dari argumen itu pula Perda larangan pelacuran dan tindakan asusila lahir di Kota Jambi. Tidak jauh berbeda dengan Perda larangan Pelacuran yang ada di beberapa daerah maupun kota yang telah diundangkan terlebih dahulu, bahwa salah satu faktor utama dibentuknya Perda adalah menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang tentram, agamis, menghormati Hak Asasi Manusia sebagai penunjang gerakan menjadikan daerah yang  berakhlakul karimah. 

Disamping itu juga dalam hasil penelitian  yang disampikan oleh Bahrul Ulum (2016) dijelaskan juga bahwa faktor sosial yang melatar belakangi gagasan untuk menerbitkan Perda No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Jambi adalah karena keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi prostitusi dan tindakan asusila yang marak terjadi di Kota Jambi, padahal penduduknya mayoritas Islam. Selain itu maraknya perjudian, minuman keras, dan peredaran narkoba yang semakin menguatkan jaringannya di lokalisasi prostitusi tersebut, kemudian belum optimalnya Pemerintah Kota Jambi melakukan upaya pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila, karena peraturan perundang-undangan yang ada belum efektif memberikan kewenangan Pemerintah Kota Jambi untuk dapat memberantas tindakan pelacuran dan perbuatan asusila, kemudian ditekankan juga bahwa  pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, hukum negara, dan kesusilaan serta berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan masyarakat karena merendahkan harkat dan martabat manusia. (Bahrul Ulum, 2016)
Dalam analisa yang dilakukan penulis  secara spesifik ada beberapa faktor penyebab lahirnya Perda No. 2 tahun 2014 ditengah-tengah masyarakat dan menjadi dasar hukum pelarangan praktek prostitusi dan tindakan asusila di Kota Jambi.  Pertama,  Semakin Menguatnya Jaringan Kriminal yang Mengorganisir Industri Seks di Kota Jambi.  Berdasarkan norma dan budaya Indonesia, praktek prostitusi dianggap sebagai suatu yang tercela, tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa daerah tertentu yang sudah biasa menerima realita bahwa warganya berprofesi sebagai pekerja seks, bahkan terdapat pelacur yang didukung keluarga atau suaminya untuk mencari uang dengan cara ini Kondisi demikian yang semakin menguatkan jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks di kota-kota yang ada di Indonesia tidak terkecuali Kota Jambi. Selain pucuk dan langit biru ada banyak tempat-tempat di Kota Jambi yang menawarkan wisata seks ataupun memberika pelayanan seks. Seperti yang berkedok salon kecantikan, tempat-tempat pijat, maupun tempat-tempat hiburan karoke, yang secara langsung keberadaanya dibeking oleh kelompok-kelompok preman yang terorganisir dengan baik.
Kedua, Meningkatnya wisata seks yang dilakukan oleh kaum remaja di Kota Jambi. Penelitian mengungkap fakta bahwa jumlah anak dan remaja yang terjebak di dunia prostitusi di Indonesia semakin meningkat dalam empat tahun terakhir ini, terutama semenjak krisis moneter terjadi. Setiap tahun sejak terjadinya krismon, sekitar 150.000 anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja seks. Sementara itu, menurut seorang ahli, setengah dari pekerja seks di Indonesia berusia di bawah 18 tahun sedangkan 50.000 di antaranya belum mencapai usia 16 tahun.

Kemudian lebih ironis lagi berdasarkan informasi yang penulis peroleh dilapangan saat ini  banyaknya remaja maupun kalangan terpelajara yang melakukan wisata seks ketempat-tempat prostitusi yang ada di Kota Jambi, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kastpol PP Kota Jambi beliau mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan razia di tempat-tempat prostitusi maupun tempat koroke dan panti pijat sering sekali mereka menjumpai anak-anak remaja maupun pelajar yang berada ditempat-tempat tersebut.

Ketiga, Upaya Mengambalikan Identitas Kota Jambi.   Disamping kentalnya nuansa keislaman Jambi dikenal sebagai tanah melayu yang menjunjung tinggi nilai tradisi dan budaya, kedua faktor penting itu lah yang tergambar dalam pepatah Jambi yang mengatakan Syara Babunyi Adat Mengato, antara ketentuan agama dan adat istiadat harus berjalan beriringan sebagai panduan hidup dan kehidupan bagi masyarakat di tanah melayu Jambi. 

Tentu suatu hal yang sangat  anomali, ketika di tanah yang menjunjung tinggi norma adat istiadat tumbuh subur praktek-praktek prostitusi yang sangat jelas bertentangan dengan identitas lokal masyarakat Jambi yang dikenal sebagai masyarakat relegius yang menjunjung tinggi segalah norma adat istiadat yang ada.

Dalam rangka mengembalikan identitas masyarakat Kota Jambi maka perda tersebut diimplemntasikan, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Badan Legislasi DPRD Kota Jambi beliau mengatakan bahwa yang terpenting bagaimanan perda ini diharapkan dapat mengembalikan identitas sosial masyarakat Kota Jambi sebagai masyarakat relegius yang menjunjung tinggi segalah norma adat istiadat yang ada.          
Keempat, Upaya Melindungin Kaum Perempuan dari Tindakan Asusila. Komisioner Komisi Nasional Perempuan mengatakan negara ini sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan. Pasalnya, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus.
Lahirnya perda nomor 2 tahun 2014 tentang pemberantasan prostitusi dan tindakan asusila menjadi upaya proteksi, atas semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Kota Jambi. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan anggota Baleg DPRD Kota Jambi beliau menegaskan bahwa Perda No.2 Tahun 2014 sebagai upaya prokteksi terhadap kaum perempuan di Kota Jambi terhadap kemungkinan-kemungkinan tindakan asusila yang dialami oleh kaum perempuan di Kota Jambi. 
D. Efektivitas Penerapan Perda No.2 Tahun 2014. 

Pada 16 Februari 2014 perda No. 2 Tahun 2014 resmi diberlakukan,  setelah diberlakukannya Perda Prostitusi tersebut, maka dipastikan Pemkot Jambi sudah bisa melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi, kepada pelaku atau warga yang melakukan kegiatan prostitusi.

Seperti disebutkan dalam Perda No.2 Tahun 2014 tersebut, bahwa bagi orang yang menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran, berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud  untuk  melakukan  pelacuran, melakukan  pelacuran, dan  melakukan hubungan seksual dengan  pelacur, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. (RN).

Sampai saat ini hampir lima tahun perda tersebut diberlakukan, dalam kurun waktu tersebut pertanyaan yang menarik untuk disampaikan, sejauh manan  tingkat efektifitas penerapan perda dalam hal mewujudkan kota Jambi yang bebas  praktek prostitusi dan tindakan asusila.
Adapun untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan Perda No.2 Tahun 2014 tersebut penelitian ini menggunkan beberapa indikator, yaitu pencapaian tujuan, pencapaian produktivitas,  serta pencapain efisiensi.
a. Pencapaian Tujuan
Tujuan merupakan hal yang paling utama dalam memaksimalkan penerapan perda  No 2 tahun 2014. Tanpa adanya fokus tujuan yang jelas maka proses penerapan perda ini tidak akan mencapai tingkat efektvitas yang diingikan. Dalam hal ini juga tujuan merupakan suatu landasan dalam menentukan suatu kebijakan, sikap, perencanaan kerja, serta untuk memberi pemahaman kepada struktur organisasi agar tujuan tersebut diketahui oleh semua pihak dalam organisasi. 

Tidak hanya bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pihak internal organisasi tetapi juga kepada pihak eksternal organisasi agar memahami apa maksud dari tujuan yang dicapai serta guna dari tujuan tersebut. Kejelasan tujuan yang dicapai dapat memberikan gambaran tindakan apa yang akan dilakukan suatu organisasi kedepannya.

Terkait dalam proses penerapan Perda No.2 Tahun 2014 bahwa tujuan perda ini sudah sangat jelas yaitu mewujudkan Kota Jambi yang bebas dari praktek prostitusi dan tindakan asusila, dengan tujuan yang sudah sangat jelas pemerintah Kota Jambi telah berupaya memaksimalkan perda tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan.
Hasil diskusi penulis lakukan dengan pemerintah kota dalam hal ini Kabid Penindakan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, beliau mengatakan bahwa perda tersebut sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan jangkah pendek, jangkah menengah,  serta sedang berproses menuju pencapaian  jangkah panjang dalam mewujudkan Kota Jambi yang bebas prostitusi dan tindakan asusila. Beberapa tujuan tersebut dilakukan secara berproses dengan fokus pencapaian tujuan yang dapat diukur keberhasilanya.  Berikut kutipan wawancara tersebut:

Dalam proses penerapan Perda No.2 Tahun 2014, pemerintah Kota Jambi membuat beberapa tahapan tujuan guna memaksimalkan perda tersebut, tahapan pertama yang merupakan tujuan jangka pendek yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menutup lokalisasi payo segadung dan langit biru serta beberapa tempat-tempat yang disinyalir merupakan tempat prostitusi, kemudia tahapan kedua yang merupakan tujuan jangka menengah yaitu memaksimalkan penerapa perda tersebut, seperti kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dan aparat kepolisian yaitu melakukan operasi rutin baik  itu di hotel-hotel melati, panti-panti pijat, maupun dua eks lokasi di Payo Segadung dan langit Biru, kegiatan ini dalam rangka memaksimalkan penerapan perda. Selanjutnya tahapan ketiga yang merupakan tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan Kota Jambi yang bebas prostitusi dan tindakan asusila.  
Senanda dengan apa yang disampikan oleh Kabid Penindakan PolPP Kota Jambi, dalam wawancara penulis dengan pihak dinas Sosnakertras Kota Jambi, mereka menerangkan bahwa untuk saat ini perda tentang pelarangan prostitusi dan tindakan asusila di Kota Jambi dinilai efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangkah menengah, namun butuh proses pengutan terus menerus guna mencapai tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan kota Jambi yang bebas prostitusi dan tindakan asusila. Berdasarkan pantauan yang mereka lakukan dilapangan bahwa tempat-tempat  yang awalnya merupakan tempat prostitusi di Kota Jambi ketika dilakukan razia lapangan sudah relatif tidak dijumpai lagi pekerja seks komersil yang sedang melayani pelanggan. Adapun kutipan wawancara sebagaimana berikut:

Perda No.2 Tahun 2014 tentang pemberantasan prostitusi dan tindakan asusila dinilai sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek dan menengah, berdasarkan data lapangan yang kami memperoleh bahwa secara kuantitas jumlah pekerja sek di Kota Jambi semakin sedikit, disamping itu dalam setiap razia yang dilakuakn oleh tim gabungan dilapangan terutama di Pucuk dan Langit Biru sudah sangat jarang dijumpai pekerja seks komersil yang sedang melayani tamu, sehingga berdasarkan hal tersebut kami menilai bahwa perda ini sudah sangat efektif dalam penerapan jangka pendek dan menengah, akan tetapi perda ini harus terus dimaksimalkan untuk mencapai tujuan jangka panjang mewujudkan kota Jambi yang bebas dari praktek prostitusi.
Menganalisis dari dua kutipan wawancara di atas, dalam mengukur efektivitas penerapan perda  maka dapat disimpulkan bahwa perda tersebut sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan terutama tujuan  jangka pendek yaitu degan ditutupnya dua lokalisai yang sudah bertahun-tahun menjadi tempat prostitusi di Kota Jambi dan telah memberikan efek negatif bagi kehidupan masyarakat Kota Jambi mampu Provinsi Jambi. Perda ini juga cukup efektif  dalam mencapai tujuan jangkah menengah, dimana setelah adanya perda ini diakui oleh bagia penindakan PolPP Kota Jambi, bahwa mereka mempunyai kekuatan hukum yang lebih, dalam melakukan penertiban dilapangan dan terbukti dengan rutinitas penertiban yang dilakukan dilapangan telah mampu mengurangi praktek-praktek prostitusi yang ada di Kota Jambi. Dalam pengamatan penulis Perda No.2 Tahun 2014 harus lebih dimaksimalkan dan diperkuat  guna mencapai tujuan jangka panjang  mewujudkan Kota Jambi yang bebas prostitusi dan tindankan asusila, karena dimungkinkan praktek prostitusi tertutup via on line sudah mulai merambah di Kota Jambi seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga hemat penulis perda ini harus terus dievalusi untuk mengcover kejahatan-kejahatan prostitusi yang tertutup.
b. Pencapaian Produktivitas. 
Produktivitas   merupakan
 perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan masukan yang diperoleh (input), dalam konteks penelitian ini,  dapat dinyatakan bahwa efektivitas penerapan Perda No.2 Tahun 2014 dinilai produktif  ketika semua komponen dan sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dan di maafaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. (Malayu Hasibuan, 2003)
Perda No.2 Tahun 2014 tentang pemberantasan prostitusi dan tindakan asusila di Kota Jambi dinilai cukup produktif dalam menggerakan seluruh komponen serta sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi dalam melakukan pemberantasan prostitusi yang ada di Kota Jambi. Adapun produktivitas tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang;
Pertama, Perda  No 2 tahun 2014 telah menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah Kota Jambi dan masyarakat dalam melakukan tindakan pemberantasan prostitusi.Sebagaimana disampaikan oleh Satpol PP Kota Jambi dalam wawancara yang  kami lakukan bahwa dengan adanya perda tersebut mereka mempunyai payung hukum yang tegas dalam melakukan tindakan, dan tidak ada keraguaan lagi bagi Satpol PP sebagai institusi penegak perda dalam memaksimalkan peran meraka di lapangan, disamping itu juga diungkapkan juga oleh mereka bahwa perda ini cukup memberi efek jerah kepada masyarakat terutama para pelaku yang tertangkap melakukan tindakan asusial yang kemudian diberikan sanksi terhadap prilaku yang mereka perbuat.
Kedua, Perda No.2 Tahun 2014 mampu meningkatkan intensitas dukungan dan peran dari semua lini kehidupan sosial masyarakat Kota Jambi, yang kemudian mengambil peran masing-masing dalam mendukung perda tersebut agar Kota Jambi terbebas dari praktek-praktek prostitusi dan tindakan-tindakan asususila. Sebagaimanan hasil wawancara peneliti dengan salah satu cendikiawan muslim Kota Jambi bahwa beliau mengakui bahwa Perda No.2 Tahun 2014 telah mampu menarik simpati masyarakat untuk bersatu dalam membersikan prostitusi di Kota Jambi.

Ketiga, Perda No.2 Tahun 2014 mampu menutup prostitusi terbuka (Payo Segadung dan Langit Biru)  yang ada di Kota Jambi, yang selama ini membuka akses yang sangat lebar bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di tempat prostitusi tersebut, disamping itu juga dengan rutinitas razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi perda ini mampu mengurangi intensitas praktek-praktek prostitusi yang dilakukan oleh PSK maupun pasangan-pasangan yang yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah.
Dari beberapa sudut pandangan tersebut penelitian ini menyimpukan bahwa Perda No.2 Tahun 2014 tentang pemberantas prostitusi dan tindakan asusila dinilai cukup produktif, sebagai payung hukum yang mampu menggerakan seluruh komponen serta sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi dalam melakukan pemberantasan prostitusi yang ada di Kota Jambi, sehingga  perda tersebut dapat mencapai output yang maksimal.   
c. Pencapaian Efisiensi.

Secara sederhana efisiensi dapat diartikan upaya untuk tidak melakukan pemborosan. (Nopirin, 2000) Adapun Arif Suadi mengartikan bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (Output) dengan tujuan, hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar, serta seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika pekerjaan tersebut dilakukan dengan benar. (Arif Suadi, 1999)
Dalam konteks penelitian ini pencapaian efisiensi untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan penerapan Perda No.2 Tahun 2014 tentang pelarangan prostitusi dan tindakan asusila dapat dilihat dari seberapa besar dampak perda tersebut dalam mewujudkan Kota Jambi yang bebas pelacuran dan tindakan asusila.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang  penulis lakukan dilapangan bahwa perda tersebut telah melahirkan dampak yang cukup signifikan dalam mewujudkan Kota  Jambi yang bebas prostitusi. Hasil wawancara penulis dengan Anggota DPRD Kota Jambi:

Perda No.2 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang signifikan dalam melakukan pemberantasan prostitusi di Kota Jambi, dari hasil evaluasi perda yang dilakukan dewan kami dapat melihat adanya pengurangan intensitas praktek prostitusi di Kota Jambi, kemudian perda ini telah efektif menutup dua lokalisasi di Kota Jambi, dan yang lebih penting lagi perda ini mampu menjadi perangkat hukum yang kuat bagi pemerintah Kota Jambi dalam  melakukan tindakan dilapangan, harapan kami kedepan perda ini semakin diperkuat melalui jalinan kerjasama masyarakat dan pemerintah di Kota Jambi.
Senanda apa yang telah disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Jambi, dalam diskusi yang penulis lakukan dengan Tokoh masyarakat sekaligus pengamat Sosial Provinis Jambi Drs. H. Navarin Karim, M.Si, dalam kesempatan tersebut beliau mengungkapkan bahwa Perda No.2 Tahun 2014 tentang pemberantasan prostitusi dan tindakan asusila, telah membawa dampak yang signifikan terhadap pemberantasan prostitusi di Kota Jambi, dampak yang paling dirasakan masyarakat yaitu dengan ditutupnya dua lokalisasi yang telah beroperasi cukup lama di Provinsi Jambi, namun yang lebih penting lagi menurut beliau perda tersebut mampu menyatukan semangat bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan Kota Jambi yang bebas prostitusi.
  Berangkat dari dua penjelasan diantas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan Perda No.2 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkebangan dunia prostitusi di Kota Jambi, sehingga dengan banyak output yang dicapai dalam mencapai tujuan dari penerapa perda ini, penulis menilai bahwa perda ini cukup efektif dalam penerapanya jika diukur dari indikator efisiensi. 
E. Analisi dampak Pemberlakuan Perda Dengan ditutupnya Lokalisasi
Pemberlakuan Perda No.2 Tahun 2014 dengan ditutupnya lokalisai Payo Segadung dan Langit Biru, telah membawa dampak tersendiri dalam  kehidupan sosial masyarakat di Kota Jambi. Dalam analisis dan kajian yang penulis lakukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ada dampak posistif dan dampak negatif  pemberlakuan Perda No.2 Tahun 2014 dengan ditutupnya kedua lokalisasi tersebut.
a. Dampak Positif

Kedua lokalisasi tersebut tumbuh subur seiring dengan bergantinya generasi masyarakat di Kota Jambi, dan selama itu juga kecemasan yang dirasakan oleh orang tua dalam menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus ke tempat-tempat maksiat seperti itu, kecemasan bukan hanya diraskan oleh orang tua tapi juga dirasakan oleh istri-istri yang selalu was-was dan ketakutan jika suami mereka ikut terjerumus mengikuti hawa nafsu senang berwisata seks di tempat-tempat prostitusi sampai melupakan kewajiban sebagai kepalah keluarga untuk anak istrinya di rumah. 

Lahirnya Perda No.2 Tahun 2014 dengan tujuan mulia memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dimana tempat prostitusi menjadi salah satu penyebab kemudhorotan bagi lahirnya moralitas masyarakat yang buruk, perda ini lebih spesifik lagi bertujuan menjaga moralitas generasi kedepan serta yang lebih penting lagi menjaga keutuhan kehidupan keluarga di tengah-tengah masyarakat Kota Jambi.

Adapun dampak positif yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan lahirnya perda tersebut yang berimbas pada penutupan lokalisasi di Kota Jambi, saat ini masyarakat semakin yakin bahwa moralitas generasi penerus dan kehidupan bermasyarakat semakin terjaga, tentu tidak mendatangkan kekwatiran lagi bagi orang tua terhadap anak-anak mereka dan kecemasan bagi istri-istri terhadap suami-suami mereka.   

 
Kemudian dampak positif dapat dilihat juga dari segi sosial dan budaya, dalam suatu masyarakat dapat terjadi akibat dari suatu pengaruh dan proses yang sedang terjadi. Dimana perubahan yang terjadi pasti membawa dampak yang positif dan negatif atau membawa kemajuan atau kemunduran. Masyarakat Kota Jambi khususnya dan Provinsi Jambi umumnya dengan segala keberadaannya di era globalisasi pada saat ini masih menjunjung tinggi nilai adat- istiadat yang berperan baik dalam kehidupan dengan sesama kelompok, maupun pun yang ada diluar kelompok. 

Dampak postif dari segi kesehatan, dampak yang buruk bagi menularnya atau terjangkitnya beberapa penyakit yang berhubungan dengan kelamin secara sangat cepat, seperti gonorrhea, syphilis, dan juga penyakit lain misalnya seperti HIV/AIDS. 
b. Dampak Negatif

Lokalisasi Pucuk dan Langit Biru sebelum ditutup dapat dikatakan sebagai sebuah areal prostitusi terbuka, artinya sebelum diberlakukannya perda tersebut tidak ada sanksi hukum yang mengikat bagi para penikmat wisata seks di dua lokalisai tersebut. Akan tetapi ketika Perda ini efektif diberlakukan tanggal 16 januari 2015, maka hampir dapat dipastikan  seluruh praktik prostitusi menjadi tertutup. Sehingga dapat dikatakan salah satu dampak negatif dari pemberlakukan perda ini semakin akan meluasnya prostitusi tertutup (via online dan jaringan prostitusi tertutup) yang jumlahnya sulit untuk dideteksi. 

Dampak negatif selanjutnya adalah sangat dimungkinkan sekali meluasnya kasus baru penyakit menular seksual (IMS/HIV AIDS) karena intervensi program ini tidak dapat lagi dilakukan setelah berlakunya Perda tersebut.

Berdasarkan informasi dari dinas kesehatan Kota Jambi bahwa sebelum diberlakukan perda mereka senantiasa melakukan kontrol rutin dan sosialisai penyakit menular seksual (IMS/HIV AIDS), disamping kontrol rutin dan sosialisasi dinas kesehatan juga memberikan kondom secara gratis kepada para PSK yang ada di dua lokalisasi tersebut, namun setelah diberlakukannya perda tersebut kontrol maupun sosialisasi tentang penyebaran penyakit kelamin tidak dapat dilakukan lagi mengingat keberadaan PSK yang tidak dapat dideteksi setelah ditutupnya dua lokalisasi tersebut.
 Kemudian dampak negatif selanjutnya berkaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang mengantungkan hidupnya di dua lokalisasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang membukan usaha (warung makan, toko kelontongan) di areal lokalisasi tersebut, sebagian besar mereka mengelu semenjak ditutupnya lokalisasi tersebut makan otomatis berkuranya pendapatan mereka bahkan ada salah satu warga yang menutup usahanya dikarena tidak seimbang antara kemasukan juga pengeluaran akibat sepinya pelanngan. Keluhan juga disampaikan oleh jasa ojek yang setiap hari mangkal di areal lokalisasi, akibat ditutupnya lokalisasi tersebut nyaris pendapatan ojek mereka juga berkurang.

  Beberapa dampak negatif tersebut tentu juga harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Jambi untuk mencari solusi dan jalan keluarnya, agar Perda No.2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila membawa kemaslahan bagi masyarakat dan yang lebih penting lagi meminimalisi terjadinya resistensi ditengah-tengah masyarakat.
KESIMPULAN 
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemberlakukan Perda No.2 Tahun 2014 tentang pemberantasan prostitusi dan tindakan asusial di Kota Jambi dengan  menggunakan indikator pencapaian tujuan, produktivitas,  dan  efisiensi.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa perda tersebut efektif jika diukur dari indikator pencapain tujuan jangka pendek dan jangka menengah, namun perda tersebut perlu diperkuat kembali guna mencapai tujuan jangka panjang dalam mewujudkan Kota Jambi yang bebas prostitusi dan tindakan asusila. Kemudian perda tersebut juga dinilai efektif  jika diukur dari indikator produktivitas, hal ini diterbukti bahwa perda tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan hukum yang mampu menggerakan seluruh komponen masyarakat serta sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pemberantasan prostitusi, sehingga  penerapan perda tersebut telah dapat mencapai output yang maksimal. Disamping itu juga penerapan perda juga dinilai efektif jika diukur dari indikator efisiensi, dimana Perda No.2 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberantasan praktek prostitusi di Kota Jambi, sehingga banyak output yang diperoleh dalam mencapai tujuan dari perberlakuan perda tersebut. Dengan pencapaian dari setiap indikator maka penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Perda No.2 Tahun 2014 tentang pelarangan prostitusi dan tindakan asusila di Kota Jambi dinilai sangat efektif dalam mengurangi praktek-praktek prostitusi yang ada di Kota Jambi, namun perda tersebut perlu dikawal dan diperkuat secara kontinyu guna mencapai tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan Kota Jambi yang bebas prostitusi.
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